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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN
NOMOR 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengaditi perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak antara:
llham Daeng Mappuji bin A. M. Wasid, umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lingkungan
Lewirowa RT. 005 RW. 002 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda
Kota Bima, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tri Wulan Susilawati binti Agus Saifudin, umur 20 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di RT. 008 RW. 004 Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten
Bima, sebagai Termohon Konvensi/fPenggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon  Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa atat-
alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat
permohonan tanggal 28 Juli 2016 yang telah didaftar di register perkara

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

1033/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 28 Juli 2016 telah mengajukan permchonan

cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2016, Pemochon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor. 0086/008/1v/2016 tanggal 15 April 2016;
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Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Monggonao Kecamatan
Mpunda Kota Bima selama 2 bulan kemudian pindah di kos kosan selama 1
bulan. Selama pemnikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istei namun belum dan
dikaruniai keturunan;

Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar;

b. Termohon sering memukul bahkan menendang serta meludahi

Pemohon bila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
¢. Termohon sering mengucapkan kata-kata ingin cerai dengan
Pemochon;

d. Termohon tidak senang dengan orang tua dan saudara Pemohon;
Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 26 Juli 2016
yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu
Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan
{ahir maupun batin sampai sekarang;

Bahwa Pemohon dengan Temmohon sudah pemah didamaikan oleh
keluarga dan orang-orang tua namun tidak berhasil ;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan antara Permohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadifi perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
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A. Primair:
1. Mengabuikan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon {Ilham Daeng Mappuji bin

A. M. Wasid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tri

Wulan Susilawati binti Agus Saifudin) di depan sidang Pengadilan

Agama Bima;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang bertaku;
B. Subsidair:
Dan/atau menjatuhkan putusan lain seadil-adiinya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  Temnohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang
berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. Rustam,
berdasarkan penetapan nomor 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 18 Agustus
2016, dan berdasarkan laporan hasi! mediasi tanggal 1 September 2016,
mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa Majelis Hakim juga teiah berusaha mendamaikan para pihak
vang berperkara terkait pokok perkara perceraian maupun gugatan balik
(rekonvensi) selama proses pemeriksaan perkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua majelis felah membacakan permohonan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan perubahan surat
permohonan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon  Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan
jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil
permohonan, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Temohon membantah dalil permohonan Pemohon posita nomor 3,
4, 5dans;
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2. Bahwa komunikasi Pemohon dan Temmohon baik-baik saja sampai
Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon,
kemudian Pemohon tidak ada kabar berita hingga diajukan permohonan
cerai;

Bahwa Pemohon dan Temnohon tidak pemah didamaikan sekalipun;

4. Bahwa Termohon pemah mendatangi kediaman orang tua Pemohon, tetapi
Pemohon diam meski diajak komunikasi oleh Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemchon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan
gugatan rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut;

a. Nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Nafkah lampau sefama bulan Juli dan Agustus 2016 sejumlah
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah):

¢. Mut'ah berupa cincin emas seberat 15 gram;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan
replik secara tertulis, yang pada intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi
1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Permohon;

2. Bahwa Pemohon mengakui dalil Termohon bahwa Pemohon mengantar
Termohon ke rumah orang tua Temohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mempunyai
pekerjaan tetap atau tidak mempunyai pendapatan tetap sehingga
gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kanvensi tidak wajar, tidak
masuk akai, dan beriebihan;

2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keliru, tidak
cermat dan tidak beralasan sama sekali:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemchon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvenst:
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1. Mengabulkan permohonan Pemohan untuk seiuruhnya;

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Ilham Daeng Mappuji bin A.
M. Wasid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tri
Wulan Susilawati binti Agus Saifudin) di depan sidang Pengadilan
Agama Bima;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majetis Hakim.

Bahwa Termohon Konvensi/fPenggugat Rekonvensi telah mengajukan
duplik secara tertulis yang pada pokoknya datam konvensi Termohon tetap
pada dalil-dalil jawaban Termohon dan membantah dalil-dalil baru Pemohaon,
dan dalam rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalit-daill permohonan, Pemchon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda  Penduduk atas nama Pemohon Nomor
5272051312820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima
tanggal 28 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/008/1V/2018 yang dikejuarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 15
April 2016. Bukt surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokan dengan aslinya yang temyata sesuai (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukt surat, Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekenvensi juga mengajukan 2 orang saksi:

1. Megawati binti H. Makkah,Umur 41 tahun,Agama islam, Pekerjaan Urusan
rumah tangga , Tempat Kediaman di Rt.11 Rw. 02 Kelurahan Rabadompu
Timur Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di
bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
— Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
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Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun
sekarang sudah tidak harmonis lagi dan terbukti dari ucapan
Pemohon menyatakan ingin menceraikan Termohon;

Bahwa pada Idul Fitri kemarin saksi dipanggil oleh kakak saksi (ibunya
Pemohon), katanya Pemochon dan Termohon mau keluar/pindah dari
rumah (rumah orangtua Pemohon), lalu saat itu saya menasehati
Pemohon dan Termohon, namun Pemochon dan Termohon tetap
dan tinggal di kost;

Bahwa menurut kakak ipar Pemohon yang sama-sama tinggal di
rumah orangtua Pemohon, Termohon tidak bisa bergaul dan tidak
bisa akur dengan keluarga Pemohon dan makan-minum hanya di
kamar saja;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari kos;

Bahwa Pemohon belum memiliki pekefjaan;

Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemchon dan
Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Sumiati binti H. Makkah, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan urusan
rumah tangga, tempat kediaman di  RT. 005 RW. 002 Kelurahan
Monggonac Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang dalam persidangan

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
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Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;,

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun
sekarang sudah tidak hamnonis lagi karena sering bertengkar,

Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon ingin keluar dari
rumah dan tinggal tempat fain (kost), sedangkan Pemohon masih
menginginkan tinggal bersama dengan saksi, sehingga pada saat itu
saksi dengan adik saksi menyarankan agar tidak keluar karena
Pemohon helum punya pekerjaan, dan saksi akan menjamin segala
kebutuhann Pemohon dan Termohon, namun Termchon tetap
bersikeras untuk keluar;
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- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari kos;

~ Bahwa Pemohon belum memiliki pekerjaan;

~ Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon, tetapi tidak berhasii;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan
Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Termohon tidak
menerima keterangan saksi pertama yang menyatakan bahwa Termahon tidak
akur dengan keluarga Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dafilkdal bantahannya, Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi
yaitu;

1. Farida binti Abubakar, umur 45 tahun, agama Islam, pekeriaan mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di RT. 08 RW. 04 Desa Rato Kecamatan
Bolo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan
di bawah sumpah sebagai berikut:

— Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;

—~ Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

— Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, tetapi saksi tidak
mengetahui masalahnya, dan pada tanggal 26 Juli 2016, Pemohcn
menitipkan Termohen kepada saksi, sejak saat itu Pemohon dan
Termchon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama
berpisah Pemaohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pemah didamaikan secara
kekeluargaan,

— Bahwa Pemochon bekerja sebagai pengusaha kayu di Caiabai;

2. Roslina binti Mursalim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di RT. 08 RW. 03 Kelurahan Nae
Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang dalam persidangan
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

— Bahwa saksi adalah teman Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama
dua bulan, sejak 26 Juli 2016 Termohon dipulangkan Pemohon ke
rumah orang tua Termohon di Rato Bolo;

- Bahwa saksi dan suami saksi pernah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termochon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon KonvensiTergugat Rekonvensi tefah mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menolak gugatan Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi tetap dengan
jawaban, dan dalam rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hai yang
termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permochonan Pemohon
Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili
permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemchon
Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang
merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan
sempumna, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota
Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk
memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan
Pasal 66 ayat (2) Undang-tndang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada
para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan
Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan
mediator hakim Drs. Rustam, dan berdasarkan laporan hasii mediasi nomor
1033/Pdt. G/2016/PA.Bm tanggal 1 September 2016, mediasi dinyatakan tidak
gagal,

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim
juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai
pokok perkara perceraian dan gugatan rekonvensi sesuai dengan ketentuan
Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dall Pemohon Konvensi
bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami
istri, Pernohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi
syarat formit dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai atat bukti
yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang
sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang
sempuma sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, oleh
karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan
berkualitas sebagai pihak (fegitima persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai
talak terhadap Termohon Konvensi dengan dali-dalil yang pada pokoknya
bahwa sejak awat menikah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengucapkan
kata-kata kasar, Termohon sering memukul bahkan menendang serta meludahi
Pemohon bila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Temmohon sering
mengucapkan kata-kata ingin cerai dengan Pemohon, Termohon tidak senang
dengan orang tua dan saudara Pemohon, dan puncak keretakan rumah tangga
antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan tanggal 26 Juli 2016
yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon
sudah tidak memperdutikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun
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batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalit Pemohon Konvensi, Termohon
Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian
dalil-dalil Pemohon Kenvensi dan membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi
posita nomor 3, 4, 5 dan 6, dan memberikan dalil-dalil bans bahwa komunikasi
Pemohon dan Termohon baik-baik saja sampai Pemohon mengantarkan
Termohon ke rumah orang tua Termchon, kemudian Pemohon tidak ada kabar
berita hingga diajukan permochonan cerai, Pemohon dan Termohon tidak
pemah didamaikan sekalipun, dan Termohon pemah mendatangi kediaman
orang tua Pemohon, tetapi Pemohon diam meski diajak komunikasi oleh
Termchen;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemchon
Konvensi hanya mengakui mengantar Termohon Konvensi ke rumah orang tua
Termohon Konvensi, dan menolak datlil-dalil baru jawaban Termohon Konvensi
dan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa seiama proses jawab-menjawab antara Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh
kedua pihak bahwa Pemchon dan Termohon tinggal di rumah crang tua
Pemohon selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kos selama 1 bulan, dan
Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Pemohon mengantar Termohon
ke rumah orang tua Termohen pada Juli 2018;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua
belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan, maka
untuk menghindan kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208
KUHPerdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada
Pemohon Konvensi untuk membukiikan dalit-daiil Pemohon Konvensi yang
diakui maupun dibantah oleh Termmohon Konvensi, dan kepada Termohon
Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya -
kecuali yang berupa pemyataan negatif sesuai dengan asas negative non sunt
probanda - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal
1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permchonannya,
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Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukii surat P.1, P.2, dan 2 orang
saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalii permohonan cerai talak
Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah diperimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang
saksi yang bernama Megawati dan Sumiati, kedua saksi telah mengucapkan
sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam
sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai
saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal
76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 yang telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga
teiah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi
diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara
masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan
Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 308 R.Bg,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali bantahannya,
Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Termmohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang
saksi bemama Farida dan Roslina, kedua saksi telah mengucapkan sumpah
sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan
bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai
Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 yang telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi
syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi
diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara
masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan
Pasal 308 ayat 1dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, saksi-saksi
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan
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materiil sebagai alat bukti yang sah, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan daiil-dalit dan keterangan Pemohon
Konvensi, Termohon Konvensi, dan bukli-bukti di atas, telah ditemukan fakta
bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi dalam masalah tempat tinggal, karena Termohon Konvensi ingin
tinggal di rumah kos, sementara Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon
Konvensi menginginkan Termohon Konvensi tetap tinggal bersama di rumah
orang tua Pemohon Konvensi, akibathya Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi telah berpisah rumah sejak Pemohon Konvensi mengantarkan
Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi pada tanggal 26
Juli 2016 sampai sekarang, dan selama berpisah Pemohon konvensi tidak
pemah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi
dan Termohon Konvensi telah didamaikan, tetapi tidak berhasi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon
Kenvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi gagal, dan
Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan
Termohen Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemchon Konvensi
dan Termohon Konvensi terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
rumah tangga vang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana dimaksud Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam {KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suamiistr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan
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Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-
alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan
tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan
untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga
tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang
demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi
kedua belah pihak, cleh karena itu, dalam perkara ini beraku kaidah fikih
bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1674
jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116
huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, permmohonan Pemohon Konvensi patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa vyang telah dipertimbangkan dalam
pertimbangan hukum bagian kenvensi merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekenvensi ini sepanjang
masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai
Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;
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Disclaimer

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-
sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan
permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai
gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan
rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut
nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah), nafkah lampau selama dua bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah), dan mut'ah berupa cincin emas seberat 15 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat
Rekonvensi menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak
gugatan Rekonvensi karena gugatan Penggugat Rekonvensi berlebihan dan
Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat
Rekonvensi, telah diternukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi belum memiliki
pekerjaan tetap, sementara Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan
pekerjaan Tergugat Rekonvensi karena hanya keterangan satu orang saksi dari
Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja
sebagai pengusaha kayu;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi telah
sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a dan ayat 7 KHl jo. Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta
bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi
berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau
selama dua bulan (Juli 2016 — Agustus 2016} sebesar Rp4.000.000,00 (empat
juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nafkah lampau bagi
Penggugat Rekonvensi, majelis hakim periu mempertimbangkan kebutuhan
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hidup minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan
kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat
Rekonvensi yang membantu usaha orang tua, Majelis hakim menilai besar
natkah lampau yang patut dan memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi
Penggugat Rekenvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 {satu juta rupiah) per
bulan, sehingga besar nafkah lampau selama dua bulan adalah
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat
Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat
Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama dua bulan sebesar
Rp2.000.000,00 {dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah iddah dan Mut’'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158
huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami
mencakup mut'ah dan nafkah ‘iddah, oleh karena itu gugatan rekonvensi
Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta
bahwa Termohoh telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi
berhak untuk mendapatkan nafkah ‘iddah dari Tergugat Rekonvensi sesuai
dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa ferkait nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi
menuntut nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah},
selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat Rekonvensi tidak
memitiki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besamya nafkah iddah, majelis
hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup
minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan
Tergugat Rekonvensi;
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Menimbang, bahwa meski Tergugat Rekonvensi tidak memifiki pekerjaan
tetap, Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga bekerja membantu usaha
orang tua Tergugat Rekonvensi, dan dalam identitas Tergugat Rekonvensi,
pekerjaan Tergugat Rekonvensi tertulis wiraswasta, oleh karena itu Majelis
Hakim menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat
Rekonvensi yang membantu usaha orang tua, Majelis hakim meniai besar
nafkah ‘iddah yang patut dan memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi
Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah} per
bulan, sehingga besar nafkah iddah selama tiga bulan adalah Rp3.000.000,00
{tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan di atas,
maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat
Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat
Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddabh selama tiga bulan sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besamya mutah, majstis hakim
periu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan
kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi telah menikah selama 7 bulan, namun hanya tinggal
bersama selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi
Tergugat Rekonvensi dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim menilai mut'ah yang iayak dan patut
diterima cleh Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 5 gram,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi
dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram kepada Penggugat
Rekonvensi;
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Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi
dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat
Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5C Tahun 2009, biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

Mengingat dan memperhatikan tUndang-undang Nomoar 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi
Hukum Islam;

MENGADILI

Datam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Member izin kepada Pemchon Konvensi {ilham Daeng Mappuji bin A M.
Wasid} untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi
(Tri Wulan Susitawati binti Agus Saifudin) di depan sidang Pengadilan
Agama Bima;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengiimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kanior
Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabuikan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada
Penggugat Rekonvensi:
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2.1Nafkah madiyah (lampau) selama 2 bulan, bulan Juli 2016 dan
Agustus 2016 sejumiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2.2Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 {tiga juta rupiah);
2.3Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
Membebankan kepada Pemohon KonvensiTergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu
rupiahy;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 M bertepatan
dengan 10 Shafar 1438 M, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M A, sebagai
Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna
Wahyudi, S.H.I, M.Sl, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har it: juga oleh
hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota
dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri cleh
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi,

"/;:x:u Muslihf S.Ag., M. A
Hakim éota Hakjgn Anggota

Drs. Mchammad Kgus Sofwan Hadi uhamad Isna Wahyudi, S.H.l, M.S.|
Panitera Pengganti

,%L’
Mahfud, S¢
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Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
Biaya proses : Rp50.000,00
Biaya panggilan : Rp320.000,00
Redaksi : Rp.5.000,00
Meterai : Rp.6.000,00
Jumlah : Rp411.000,00

U S
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